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DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagaimana telah diubah
terakhir oleh Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota



8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-

SD/05/2024, tertanggal 04 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

II. PASAL PASAL

1.

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

yang diusulkan oleh PartaicPolitik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon

perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”

Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang

mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada

pemilithan umum ataw Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan
ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampat
dengan 250.000 (dua ratus ima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh
persen);

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus
didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

¢. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) fiwwa harus didukung paling
sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
1.000.000 (satu juta) fiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d tersebar
di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.”

Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai
dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g,
huruf n, huruf o, huruf p, huruf g, huruf's, huruf t,dan huruf w;

b. Surat keterangar:



1) hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan
narkotika dari tim yangterdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan NarkotikaNasional,
yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

2) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusanpengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya
meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan
Jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari
pemimpin redakst media massa lokal atau nasional dengan disertaibuktinya, sebagai
bukti pemenuhan syarat calonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkanputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatanhukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayahhukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai buktipemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;

4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan
catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf'i;

3) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan

6) tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf'l.

c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d. Fotokopi:

1) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢;

2) kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon,
untuk masa 5 (limaj tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak
mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang
bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf m; y

3) Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan
bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani
oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(3) Ketentuan lebih larjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:



I1I.

“Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan: a. surat pencalonan yang
ditandatangani oleh yang bersangkutan; b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan
yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan tanda penduduk; dan e¢. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45"

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 676/PL.02.2-
SD/05/2024, tertanggal 04 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dalam tahapan Penyerahan Syarat
Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati
dan wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Tahun
2024, maka kami dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang mengimbau dan
meminta kepada bapak/ibu dan jajaran sebagai berikut:

1. Untuk memperhatikan dan mentaati peraturan di atas;

2. Melaksanaan Pengumuman Waktu, Tempat dan Jadwal Penyerahan Dukungan dimulai

pada tanggal 05 Mei 2024, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dukungan oleh
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada
tanggal 8 — 12 Mei 2024;

. Menerima dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan

Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum dan Surat Edaran Tersebut diatas.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama bapak kami

ucapkan terima kasih.
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Paraf Koordinasi E
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